LEMBARAN DAFRAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI D TAHUN 1987 NOMOR 10

- — S e o - em—— ——

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pe -
merintaban dan pembangunan secara berdayaguona dan terbasil guna
khususnya dibidang kepariwisataan dan sebagai tindak lanjut Peratur
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 7 Talun
1984 (entang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi
Daerah Tingkat | dipandang perlu membentuk Dinas Pariwisata Kabu
paten Daerah Tingkat Il Banyumas ;

b. bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan Ketentuan pasal 49 Un-
dang - undang Nomor § Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/
83 /1986, perlu menetapkan Pembentukan. Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas
dimaksud dengan Peraturan Dacrah,

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Peme -
rintahan di Daerah ;

2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dac-
rah - dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

3. Keputusan Menteri Dalam Negeii Nomor 363 Tahun 1977 tentang
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4 Peraturan Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7

Tahun 1984 (entang Peoyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pro
pinst Dacrah Tingkat | Jawa Tengah - dalam bidang kepariwisataan
kepada Daerah Tingkat 11 ;

Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
17 Maret 1986 Nomor 556/32/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Per
aturan Deerah Propinsi Dacrah Tk | Jawa Tengah No7 1h1984 1entang
Peaverahan Schagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Dacrah Tingkat 11

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah tanggal
17 Maret 1986 Nomor: 556/83/1986 tentang Pedoman Pen.bentukan,
Susi nan Orpan isusi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkatl|

snpan persctjean Dewan Pawakian Rakyat Dacrak Kabupaten Daerah Tingkat Il

Barvumas.'

Menctaoban

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA -
NISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
i’asal 1

Dalam Peratwrsn Dacerah ini yang dimaksud dengan :
& Bupst Kepsla Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

b Oewan Pe wakdan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
pates Dacrah Tiogkat J1 Banyumas ;

L . ] " ﬂ

Pemenintah Deergh adalah Perverintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas;
Dinas Panwissta adelah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 1l Banyumas;

Daergh adulah Kebuyeten Daerah Tingkat II Banyumas;
Eeperiwisatann edalab keseluruhan kegiatan Pemerintab, Dunia Usaha dan Masya-
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rakat vg. ditujukan untuk menata Kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan

g Oryck Wisata adelah perwuyudan ciptnan manusia tata hidup sem budaya serta
Scjarsh Bangsa dan atau keudnan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikun-
jungi Wisatawan

h. Pramuwisata Khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, pe -
nerangan dan petunjuk kepada Wisatawan mengenar obyek wisata teitentu yang
berada di Dacah Tingkat 11 yang bersangkutan ;

i. Penginapan Remaja adalah sua u usaha yanp tiduk tertujran komersia! yang meng-
gunakan scluruh atau sebagian dari bangunsn, khusus dised-akan tag) remaja un-
tuk memperolch pelayanan penginapan dan pelayanan pelayanan lamn ;

j. Rumah Makan adalah sctiap ten pat usaha ko 1 ersial yang ruang hingkup kegiatan
nya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di (empat usalanya ;

k. Usaba Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha kon ersial yaﬁg ruung
lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhar i dan jasmuni

1. Promosi canwisata Dacrah adalah vpaya dun kegiatan secara sist‘matis yang di-
laksanakan oleh Dacrah guna mecrangsang masyarakat agar mengiuackan waukiu
luangnya untuk melakukan peijilanan wisata di dan ke Daerah - Daerah.

BAB 1l
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Paiiwisata.
| Pasal 3 | II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Dacrah yang dibentuk bet-
dasaikan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daeiah sebagai Urusaw Rumah
Tangga Daerah dibidang Kepariwisataan,

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh szorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.
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Pasal 4 & e “or

Dinas Pariwirata mempunyai tugac quok:

a. Melaksannkan sebagian urusan rumah tangga Daérah di b'idang 'Kepa:iwi'sataan
yang menjadi tanggungjawabnya b*rdasarkan Pcraturan Pcrundang undangan

yang terlaku,
b.  Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 5

Untuk malaksanakan tu:ﬁs pokok sebagaimana dimaksud dalzm -pasalel Peraturan Dae
rah ini, Dinis Panwisata menpuryai fungsi:

a. Perumusan keb’ l.ananaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan tc:ha
dap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, pcngmapan remaja, rumah makan
usaha 1ekreasi dan hiburan umum serta promosi parnwisata ;

b. Perencanaan Tcknls operasmndl dan pcngembangan urusan urusan Kepariwisa -
taan yang menj4ci tanggungmwabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan cleh Bupati Ke ala Daerah berdasarkan reraturan Perundang- undangan

yang berlaku ;
¢.  Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanzan yang ditetapkan oleh By
pati Kepala Dacrah berdasarkan Peratwian Perundang - undangan yang berlaku,

d. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditctapkan oleh Bupaij
Kepala Dacrah berdasaikan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

¢. Pepgawasan dan Fengendalian Teknmis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai
dengan kebijaksinaan yang ditetapkan olch Bupati Kepala' Daerah berdasarkun
Feraturan Perundang undangan yang berlaku ;

f. Pengurusan Administrasi Dinas Pariwisata.

BAB IV
ORGANISASI
: ' 'Bagian Pertama |

SUSUNAN ORGANISASI
o . Pasal 6 o L aab

— aalrn s

Iy

(1) Susunan Organisasi Dmas Panw:sata terdiri dari :
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a Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Bina Program ;.

d. Seksi Sarana Wisata ;

¢ Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus;
t. Seksi Pemasaran Pariwisata.

(2) Sub Bugian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan sedangkan masiag- masing
Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaba dan Seksi masing- masing dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Paiiwisata,

Bagiﬁn Kedua
KEPALA DINAS
Pasal 7

Kepala Dinas P'ariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 Peraturan Dacrah ini. ’

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Mclaksanakan pengelolaan urusan umum. urusan kepegawaian dan urusan keu-
angan sesua' dengan kebijaksanaan teknis yvang ditetapkan oleh Kepala Dinus
Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang undaingan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menvelenggarakan tugas s:bagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Dae
rah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum;
b. Pelaksinaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian ;
¢.  Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan ;
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Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Urusan Umum ;
b Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuvangan.

(2) Masing masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dip'mpn
cleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepa
da Kepala Sub Bagian Tata Usaba.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat- menyurat. kears‘pan,
penga faan, rumahtangea, pemelharaan barang inventans dan perlengkapan, hubungun
masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawzian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian yang meliputi peren-
canaan kebutuhan pegawai, pengadaan, kenaikan gaji berkala, mutas), pembertentian
pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peuingkatan keterampilan pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan yang melifuti penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan,
pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangun.

Bagian Keempat
BEKSI BINA PROGRAM

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

a. melaksanzkan penelitian; perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Panwisata berdasarkan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

b. melaksapakan tugas tugas lain yang dib:nikan olch Kepala Dinas Pariwisata.
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Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebapgaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan
Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

a. Peliksanaan tugas penelitian dan perencanaan
b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Scksi Bina Program terdiri dari:

a. Sub Seksi penelitian dan perencanaan
b. Sub Scksi evaluasi dan pelaporan.

(2) Masing masing Sub Scksi sebagzimana d'maksud dalam ayat (1) pasa’ ini, di-
pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Scksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Pene'itian dan Perencanaan mempunvai tugas melaksanakan pereliti-
an, pengumpulan, pen_elolaan dan penysjian data, peny.sunan statishk. penvusuian
renc na program Kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan urusan hepuriwi
sataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas me'aksanakan pembu aan

sngawasan, pengendalian atas pclaksanaan rencina, program ke ja dan proyeh me -

laksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana programn lerja dan puuyck
serta penyusunan naskah laporan.

Bagian K¢lima
SEKSI SARANA WISATA

Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

a.  Meclaksanakan pemtinaan dan pengawasan teknis urusan rumah makan, pengi -
napan remaja, rckreasi dan hiburan umum sesuvai dengan kebijahsanaan tcknis
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yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku
Mecluksanakan tugas tugas lain yanz diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peratuian

Dasrah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai lungsi :

)

Q)

Pelsksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelclaan
rumsh makan dan penginapan remaja serta pengen bangancya.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan lcknis tethadap pengelolaan usa-
ha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangarnya.

Pasal 21

Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Rumah makan dan Penginapan remaja
b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mas’ng masing dipim
pin olch seorang Kepala yang berada di bawah dan beitanggungjawab kep.da
Kepala Scksi Sarana Wisata,

Pasal 22

Sub Seksi Rumah makan dan Penginapan rem:ja mempunyai tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis tethadap pengelolaan rumah -
makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.

Menyiapkan pemberian rekomendasi / perizinan usaha rumah makan dan peng-
inapan remaja.

Pasal 23

Sub Seksi Usaba Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanzkan pembinaan dan pengawasan teknis terbadap pengelolaan usaha
rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.,

b. Menyiapkan pembenan rekomendasi/ perizinan usaba rekreasi dao hituran -
umum,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

e i

-

Bagian Keenam

SEKSI OBYEK WISATA DAN PRAMUWISATA KHUSUS
Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mcmpunyai tugas:

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Obyek Wisata dan Pramu-
wisata Khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepa
la Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku

b. Meclaksanakan tugas tugas lamn yang diberikan oleh Kepala Dinas Paiiwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan

Daerah ini, Sekst Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyar fungsi:

b.

(1)

(2)

b.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan
obyek wisata serta pengembangannya.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan
Pramuwisata Khusus.

Pasal 26
Sek:i Obyck Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari:

a. Sub Seksi Obyek Wisata
b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus.

Sub Scksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing- masing dipimpin
oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ke-
pala Scksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27
Sub Sekst Obyek Wisata mempunyai tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemba -
ngunan obyek wisata serta pengembangannya

Menyiapkan pemberian rekomendasi / perizinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :
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Melaksanakan pembinaan teknis-tenaga Pramuwisata Khusus dan pengawasan
teknis pelaksanaan operasionalnya °

Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/
perizinan.

Bagian Ketujuh
SEKSI PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran produk wisata serta
bimbingan terhadap masyara%at wisata sesuai dengan kebijahsanaan teknis yang
ditetapkan o'¢h Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang- un-
dangan yang-berlaku.

Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelengearakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan

Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a,

b.

(1)

)

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terbadap pengelo'aan pe-
masaran produk wisata dan pengembanganrya.

Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata,
Pasal 31

Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Promosi Pariwisata.
b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.

Sub Seksi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipim-
pin olch seorang Kepala yang berada di bawah dan beitangzungjawab kep.da
Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
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a. .~ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis -terhadap’ penge'olaan pema -
saran produk wisata dan pengembangannya.

b.  Melaksanakan Kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata dacrah serta [eng-
adaan dan pendistribusian bahan bahan promosi pariwisata.

-

L]

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanak-n kegiat
an atau bimbingan dan penyuluban kepada masyarakat kearah sadar wisata.

BAB V
'TATA KERJA _

Pasal 34

Kepala Dinas: Pariwisata dalam melaksanakan fugasnya berdasarkan kebijaksa -
naan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan
dan bimbwgan teknis dari Dinas Pariwisata Daerah Tingkat | Jawa Tengah. .

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian
dan para Kepala Seks1 wajib menerapkan prlnslp koordinasi, integrasi dan s:nkronisasi
secara vertikal dan honisontal baik dalam lmgkunean Pemerintah di Daerah serta

dengan instansi lain sesuar dengan tugas pokoknya mezsing masmg.

-Pasal 36

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam linzkungan Dinas Pariwisata bertang-
gungiawab memimpin dan mergkoordinasikan bawahannya masing masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawah
annya.

(2) Setiap Pimp‘nan Satuan Organisasi waji® mengikuti dan mematubi petunjuk pe-
tunjuk dan vertanggungjawab kepada atasannya masmg masing dan menyam -
paikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 37

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawshan wsjib diolah
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dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebibh Janjut untuk mem .
terikan petunjuk - petunjuk kepada bawabannya.

Pa~al 37

Para Kepala Scksi Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wenyusun Luporan berkala kepala Dinas Pari -
wisata.

Pasal 38

Dalam melakeanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh
P.mpinan Sstuan Or:anisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan ke-
pada bawaban masing masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bzran Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran Peraturan Daerab ini merupskan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Lacrah 1ol

"BAB W1
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 40

Jenjarg jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian
sesvay deogen Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

(1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan d.ber-
heniikan o'ch Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah atas usul Bupati
Kepala Dacrah.

(2) Kepala Ususan dan Kepala Sub Seksi dianekat dan diberhentikan olech Bupati
Kecpala Dacrah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal hsl yanz belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat pelaksa
reen aken dietur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah. .

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

~-13.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 43

(1) Dengan balakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yarg barten -
targan dengan Peraturan Dacruh ini dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun langan Pcratur-
an Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kaoupaten Dacrah
Tingkat Il Banyumas.

; P
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH urwokerto, 19 September 1987

KABUPATEN DAERAH TK I BANYUMAS BUPATI KEPALA DAERAH
TiNGKAT I BANYUMAS

Ketua,
ttd. ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK. ROEDIJITO.

Peraturan Dazrah ini telah disyahkan o'eh Gubernur Kepala Dierah Tingkat1 Jawa -
Tengah dengan Surac Keputusan tanggal 19 Oktobzr 1917 Nomor 188 3/341/1987.
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT!| JAWA TENGAH
' < Sekretaris Wilayah / Daerah,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 02i 090

Diuadangkan pada tanggal 21 Desember 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dacrah Tingkat Il Banyumas Seri D Nomor 10 Tahun 1987.

An, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1l BANYUMAS
Sekietaris Wilayah / Daerah,
ted.
Drs.  H. SOEMADIL.

— — —

NIe. 010 036 204
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SUSUNAY ORCGANTSAST ‘DINAS PARTWTSATA
EASUPATEN DAERAH TK. 11 BANYUMAS.

=
I

]

* LAMPIRAN * Peraturan Dzerah  Kabupaten

Daerah Tingkat Il Banyumas
Tanggal : 19 September 1987
Nomor ; 4 Tahun 1937,

KEPALA
DINAS PARIWISLA
J |
i SUB BAGIAN
! | TATA - USAHA
}

: ;
[URUSAN UMUM I | URS KEPEGAWAIAN l l URUSAN KEUANGAN |

SEKSI
BINA FROGRAM

sszs
SARAHA wml

SUB SEKSI
PENELINIAN DAN
FERENCANAAN

SUB SEKSI
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUB SEKSI |
nUMAlI MAKAN AN

____'___._—-."‘-""
suR SEXS!
USAHA REKREA &

UM
HIBU RAN____,...A-—-...
5
i S_—

SEKSI

OBYEK WISATA DAN
FRAM UWISJ;TA &HusUa

SEKZSI
PEMASARAN
PARIWISATA

bt SUB SEKSI

OBYEK WISATA

SUB SEKSI

—| PRAMUWISATA

KHUSUS

sUB SEKS!
— PrROMOSI
PARIWISATA

—| BIMBINGAN MASYA-
RAKAT WISATA

SUB SEKSI ‘
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASTI PAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

I. *ENJELASAN UMUM:

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah tanggal 9.
Juh 1582 Nomor 56 /13206 perihal Pembentukan Dinas Pariwisa'a Kabupsten/Kota
n.adya Daerah hingkat (1 &' Jawa Tengah disamping memberitahukan kehendak Pems
natah Pro,ins: acrah Tingkat | Jawa Tengsh menyerahkan scbagian urusan pemerin
tahan dibidang kepariwisataan kepada Daerah Mngkat 11, juga sekaligus ns'ruks ke-
beberapa Dacrah Tingkat 11 tertentu, termasuk Kabupaten Daerah Tirgkat 11 Banyu-
mas, untuk membentuk Dinas Pariwisata *Kaburaten / Kotamadva Daerah Tingkat 11
dengan Keputusan Bupati/ Walikotamalya Kepala Daerah Tingkat 11 yang teisingku
tan, ma\a denpan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Banyun.as tanggal 19
Pebruan 1933 Nomor 536/21/51 /1983 dibentukiah Oinss Pariwisata Kabu, aten
Dasrsh Tiagkar Il Banyumas.

Adapun r1ugas dan tanggungjawab yanz dibebankan meliputi beberapa urusan
yang direncanakan akan diserahkan kepada Daerah lingkat Il, yaitu :

1. Urusan Obyek Wisata, s:panrjang menurut peraturan perundang undangan yang
barlaka ndak meajadr urusan Pemenntah pusat dan Pemeriotab Propinst Dacrab
Tingkat 1 Jawa Tengah ;

2. Urusan Pramuwisata Khusus;

3. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundane- undangan
yang beilaku tdak menjadi urusan Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat | Jawa -

Teagah ;
4. Urusan Rumak Makan;

5. Urusan Usaha Re%reasi dan H'buran Umum, sepanjang menurut peraturan per-
vnding undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pem:rintah Propinsi Dacrah
Tingkat | Jawa lengah, dan

6 Urusin Promosi Panwisala Oacrah Tingkat 11,
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Dengan beilakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 1984 tenmang Penycrahan Scbagian Urusan Pemerintah Propinst Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah dalum bidang Kepariwisataan kepada Daerah lingkat I,
maka urusan terserur diatas secara yuridis telsh benar beoar diserahkan rada Peme-
rintah Kabuoaten Daerah Tingkat [l Banyumas dan dengan demikian berhuk untuk
mengsur dun menanganmnya dalam ruang lingkup kewenangan Daerah Otcnom.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan urusan urusin dimak
sud, sehingga dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna tagi kerentingan Pemtang -
unan Daerah. maka sesuai dengan keteniuan pasal 49 Undang undang Nomor 5 Ta
hun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan
Gubeinur Kepala Daerah Tingkat ! Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Ncmor 556/
83/1986 maka perlu menetapkan pembentukan, Susunan Orparssasi dan Tata Kerga
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bapyumnas.

1. PENJELASAN PASAL DEM' PASAL

Pasal | a- h; j, k1 : Cukup jelas,

Pasal 1 i : Yang dimaksud usiha yang tidsk bertujuan komer-
sial jalah dengan tarip pembayaran lebih rendah
daripada perginapan umum d:ngan mengutamakan
tujsan sosial.

Dan yang dimaksud dengan pelayanan - pelayanan
lain adalah untuk pelayanan dengan menvediakan
sarana yang lidak wajib disediakan pada penginap-
an- penginapan umum antara lain tersedianya :
tempat cuci/seterika, ruang makan khusus untuk
jumlah besar, tempat masak sendiri, tempat tidur
tunggal dan susun, ruang dskusi/penampilan krea -
tivitas, aula/hall untuk kegiatan pertemuan [ 1apat.

Pasal 2 sd 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Ting-

kat Il berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Caerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomor 7 Th. 1984 adalah :
- Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut per-
aturan perundang undangan yang beilakn tidak
menjaci urusan Pemerintah pusat dan Dacrab Tk |

-.
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Pasal 5§ sd 11
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14 s.d 43

-3-—-

- Urusan Pramuwisata Khusus;

- Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut
peraturan perundang undangan yang berlaku ti-
dak menjudi urusan Daerah Tingkat I ;

- Urusan Rumak Makan ;

~ Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, se-
panjang menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Ting
. kat] ;

- Urusan Promosi Pariwisata.

: Cukup jelas.

: Urusan Kepegawaian ini melifuti perencanaan ke-

butuhan pegawai. pengadaan, pengangkatsn, kenaik
an pangkat, kenaikan gaji berkala, murasi pember -
hentian. pengembangan karier, kesejahteraan pega-
wai dan peningkatan pegawai.

: Urusan Kevangan ini neliputi penyusunan anggar-

an biaya rutin, rencana pendapatan / pemasukan
pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan.

¢ Cukup jelas.
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SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAUA DAERAH TX.I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 /341 /1987

TENTANG

FENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKATII
BANYUMAS NOMOR4 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUsUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat I Banyurnas tanggal | Oktober
1987 Nomor. 188,3/2080 peribal permohonan pengesaban Peraturan

Daersh ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas Nomor-

4 Tuahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Orpanisasi dan Tata-
Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang
dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) sarta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - un -
dang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2, Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
17 Maret 1986 Nomor 556 /83/ 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Mengesahkan Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat IT Banyu -
mas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Suvsunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Dacrah Tingkat Il Banyu-
mas dengan perubahan sebagaimana ter'ampir.
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Dicetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Oktober 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Dactab,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

SAL'NAN: Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1.
2,

R

Menteti Da'am Negeri  di Jakarta ;.

Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negcn di Jakarla dengan dlscrtzu l-
(satu) lembar Peraturan Daerah ;

Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Banyumas di Banyumas ;

Ketua DPRD Kubupaten D.erah Tingkat Il Banyumas .di Banyumas ;
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayak Bapoyumas di Purwokerto ;
Kepala Biro Hokum pala Sekretariat Wilayah [ Dacrah Tinpgkat I Jawa Tengah;
Kepala Biro Oitala pada Sekwilda Tingkat | Jawa Tengah.

Sesuai d2ngan aslinya.
Kepala Bito Hukum,

ttd,

WALUJO. SH.
NIP, 010019835
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'LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat [ Jawa Tengah.

Tanggal : 19 Oktober 1987
Nomor : 188.3/341/ 1987.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH
TINGKAT 1) BANYUMAS NO.4 TAHUN 1987 1ENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

. Dasar Hukum "Mengingat” Nomor 3, 4 dan 5 dihapus, selanjutnya nomor 6, 7
dan $ diubah menjadi nomor 3. 4 dan 6 (baru),

. Pada dasar hukum *Mengingat”, ditambahkan satu dasar Fukum btaru yaitu no-
mor 5 yang berbunyi sebagui berikut  "Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Ting-
kat | Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556 /83 /1986 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Teneah Nomor 7
Tahun 1584 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerincahan Propinsi Daerah
Tin_kat | Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat [17,

3 Pasal 3 dan seterusnya, semua tanda baca "utik koma” pada akhir kalimat keten -
tuan ayat ayat diubah menjadi "titik”,

4 Semua perkataan "pasal’ ditulis menjadi "Pasal”,

Pasal 35, perkataan "maupun” diantara perkataan "di Daerab* dan “instansi* di-
ubah menjadi “serta*.

6. Pasal 37, diantara perkataan “lapoian berkala“ dan “Dinas Pariwisata** disisipkan
perkataan “Kepala‘

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris \Vilayah / Daerah,

Sesuai dengan aslinya ttd.

Kepala Bito Hukum, Drs. SOENARTEDJO
! NIP. 010 021 090

ttd,

WALUJO, SH.
NIP, 010019 835
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